PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

NOMOR: w / %% /Kep-DPRD/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang

a.

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan penerus keberlangsungan
daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan
dasar hidupnya dihindarkan dari berbagai bentuk
kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran,
serta mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,
maupun sosialnya;

bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum
dilakukan secara maksimal, mengakibatkan masih terjadi
tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan
penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan generasi yang
sehat, cerdas dan sejahtera;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban
dalam pemenuhan hak-hak anak dan mendukung
kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan
anak di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan DPRD tentang Pembentukan Komposisi
Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak.



Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran negara Republik
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Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007  tentang  Pemberantasan = Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 tentang Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6132);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6704);



Memperhatikan :
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2020 tentang Hak Anak Korban dan Saksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 96);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 325);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009
tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita
(KIBBLA) di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017
tentang  Pencegahan dan  Penanganan  Korban
Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020
Nomor 2).

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
Tanggal 31 Oktober 2022;

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Tanggapan/
Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Rancangan
Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak di Kota Medan Tanggal 7 November
2022

Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia
Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan
Tanggal 16 Januari 2023.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN.

Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia
Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota
Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak di Kota Medan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal & Januari 2023

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : (¥ [ 6#
TANGGAL : (6 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA
MEDAN.
NO NAMA JABATAN FRAKSI
1. | SUDAR], S.T. KETUA F. PAN
2. | DHIYAUL HAYATI, S.Ag., M.Pd. WAKIL KETUA | F. PKS
3. | Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B. ANGGOTA F. PDI.P
4. | JOHANNES HUTAGALUNG, S.Sos. ANGGOTA E PDLP
5. | DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E. ANGGOTA | F. PDILP
6. | H. SURIANTO, S.H. (BUTONG) ANGGOTA F. GERINDRA
7. | HARIS KELANA DAMANIK, S.T ANGGOTA | F. GERINDRA
8. | NETTY YUNIARTI SIREGAR ANGGOTA F. GERINDRA
9. | Dr. RUDIAWAN SITORUS, S.Fil.I., M.Pem.I. ANGGOTA |F.PKS
10. | SUKAMTO, S.E. ANGGOTA F. PAN
11. | MODESTA MARPAUNG, Am. Keb., S.Km. ANGGOTA |F. GOLKAR
12. | T. EDRIANSYAH RENDY, S.H., M.Kn. ANGGOTA | F. NASDEM
13. | DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H. ANGGOTA | F. DEMOKRAT
14. | JANSES SIMBOLON ANGGOTA | F. HANURA,PSI,PPP
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal %& Januari 2023
Tembusan:

1.
2.

Wali Kota Medan;
Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.




